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BAB VII 

PENUTUP 

 

VII.1 Kesimpulan 

1. Dalam upaya mencapai target keselamatan lalu lintas di Kabupaten 

Kudus, telah terjadi fluktuasi dengan indeks fatalitas per 100. 000 

penduduk dalam rentang tahun 2018 sampai tahun 2022, dan telah 

mencapai puncak fluktuasi pada tahun 2022 dengan nilai 18,56%. 

Kemudian pada indeks fatalitas per 10. 000 kendaraan  dalam rentang 

tahun 2028 sampai 2021 juga mengalami fluktuasi, dengan mengalami 

penurunan pada tahun 2021 yaitu memiliki nilai 14,98%. Dalam upaya 

mencapai target keselamatan lalu lintas perlu adanya peningkatan 

kewaspadaan, perbaikan infrastruktur jalan, dan penegakan aturan yang 

berlaku 

2. Program KLLAJ yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus sudah banyak 

yang terselenggara dengan baik, namun ada beberapa program yang 

belum memiliki pedoman dan beberapa program yang terlaksana tapi 

belum maksiman karena kurangnya pedoman dan prosedur 

pelaksanaan.  

3. Berdasarkan Analisis Kinerja Jaringan Jalan di kawasan CBD Kudus, 

didapatkan hasil Level Of Service(LOS) pada jam sibuk di setiap ruas 

jalan dan simpang. Pada Ruas Jalan Agus Salim dan Jalan Mangga 

memiliki LOS tertinggi dengan nilai A. dan LOS terendah dengan nilai C 

terdapat pada Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Ahmad Yani 1, Jalan 

Veteran, Jalan Sosrokartono, Jalan Bhakti, Jalan Kyai Telingsing, Jalan 

Simpang Tujuh, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Sunan Kudus 1, 

Jalan Sunan Kudus 2, Jalan Sunan Kudus3, Jalan Tanjung, Jalan Jendral 

Sudirman 4, dan Jalan Ahmad Yani 3. Untuk simpang dengan LOS 

tertinggi memiliki nilai B terletak pada beberapa simpang, yaitu : 

Simpang 4 Sunggingan, Simpang 4 Majapahit, Simpang 4 Jatmi, 

Simpang 3 Nurhadi, Simpang 3 Bitingan, Simpang 4 Pura, dan Simpang 
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4 Peternakan. Simpang dengan LOS terendah terletak di Simpang 4 

Penthol dan Simpang 4 Jember dengan nilai LOS E.  

4. Berdasarkan hasil analilis menggunakan metode EAN  untuk 

menentukan DRK dan perankingan DRK tiap ruas jalan di kawasan CBD 

Kudus,  terdapat 3 blacklink tertinggi yaitu Jalan Pangeran Diponegoro, 

Jalan AKBP Agil Kusumadya, dan Jalan Ahmad YanI. 

5. Berdasarkan diagram  kartesius mengenai angkutan umum pedesaan 

rute Jati – Bareng, prioritas utama untuk dibenahi dalam angkutan 

umum terdapat 7 variabel yaitu,  waktu tempuh perjalanan, waktu 

tunggu, kecepatan waktu, jangkauan pelayanan rute, informasi, 

kemudahan pergantian rute atau moda, kemudahan mencapai halte. 

Penggunaan angkutan umum pedesaan trayek Jati - Bareng di 

Kabupaten Kudus masih belum optimal dikarenakan Masyarakat sendiri 

lebih memilih menggunakan angkutan online dan mudahnya saat ini 

untuk mendapatkan kendaraan roda dua menjadikan angkutan umum 

pedesaan tidak seperti saat sebelum mudahnya angkutan online dan 

roda dua untuk didapatkan.  

6. Inovasi yang dibuat oleh kelompok magang 1 di Kabupaten Kudus 

adalah memetakan suatu daerah untuk memperoleh informasi serta 

data kinerja jalan dan simpang. Data tersebut di masukkan ke dalam 

aplikasi sistem informasi yaitu Arcgis. Kemudahan untuk mencari 

informasi mengenai hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan 

beberapa kegiatan seperti analisis lokasi daerah rawan kecelakaan, 

analisis bangkitan dan tarikan perjalanan, maupun analisis rute trayek 

angkutan.  

VII.2 Saran 

1. Forum RUNK yang telah dibuat, lebih dioptimalkan lagi kinerjanya. 

Program RUNK yang sudah direncanakan, direalisasikan dengan 

dengan efektif.  

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai berkendara yang tertib agar 

masyarakat lebih patuh dalam berkendara dan penegakkan hukum 

yang yang tegas.  
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3. Perlu adanya penanganan terhadap daerah lokasi rawan kecelakaan 

yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.  

4. Meningkatkan promosi penggunaan angkutan umum dengan langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk mendukung strategi ini dengan 

Mensosialisasikan penggunaan angkutan umum kepada seluruh 

lapisan Masyarakat, Memberikan insentif dan atau subsidi kepada 

pengguna angkutan umum oleh pemerintah daerah, dan Menaikkan 

nilai pajak kendaraan bermotor dan tarif parkir kendaraan pribadI. 
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